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Bali Posvnik
AKP-Anom Danujaya

Dua Kasus
Per Tahun

APARAT Reskrim Polres Gianvar kini
makin ggnca! menyoroti kasus korupsi yang
lg4adi di wilayah hukum Polres Gianyai.
Hingga JuIi 2015, sudah ada tiga berkas kasus
korupsi yang kini dalam prosei penyelidikan.
'T(alau sekarang karni sedang menyelidiki tiga
dugaan kasus korupsi yang sudah terjadi di Gi
anyar," ungkap Kasat Reskrim'Polres Gianyar
AKP Dewa Putu Gede Anom Danujaya, Jumat
(10/? kemarin.

Namun mantan Kasat Reskrim Polres
Karangasem ini belum mau membeberkan
secara rinci ketiga kasus tersebut, lantaran
masih menunggu hasil audit.dari BPK untuk
memastikan jumlah keruglan. "Ini masih pe-
nyelidikan, kami juga masih mengnggu hasil
dari tim audit, untuk membuktikan kerusian
sehingga nanti dapat memastikan tersangta,"
ucapnya.

AKP Anom Danujaya menambahkan, jaja-
rannya kini akan mempercepat penanganan
kasus korupsi, terlebih Polda BaIi sudah me-
nargetkan bahwa setiap Polres harus menun-
taskan minimal dua kasus korupsi per tahun-
nya. "lJntuk mempercep€it gerakan, beberapa
waktu lalu kami juga menandatangani MoU
dengan sejumlah ISM dan MIJDP, untuk turut
serta menyoroti dan melaporkan bi.la menemu-
kan adanya indikasi korupsi." katanya.

Dikatakannya, hingga Juli 2015 unit
Tipikor Satreskrim Polres Gianyar sudah
menetapkan P21 untuk satu kasus korupsi.
Selain itu satu berkas kasus korupsi juga
sudah memasuki proses penyidikan. "Selain
ada yang sudah di P21, ada juga kasus yang
sudah masuk dalam proses penyidikan dan
berkasnya sudah diserahkan ke Kejaksaan
Negeri Gianyar," ujarnya. (nik)
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Tersangka Kasus Und iksha Aiukan

lenangguhan Penahanan

DENPASAR, NusaBali
Pasca dijebloskan ke Lapas Kelas

IIA, Kerobokan,Kuta Utara, Badung,
satu tersangka dugaan korupsi
mark up lahan Universitas Ganesha
(Undiksha) Singaraja yaitu I Wayan
Suarsa langsung melayangkan surat
penangguhan penahanan pada Jumat
(10 /7).

Surat penangguhan penahanan
tersebut dibawa langsung kuasa
hukum Suarsa, Andrias Manalu
ke Kejati Bali pada Jumat (70/7)
siang. Surat permohonan penang-
guhan penahanan dengan nomor
007/ASM&P /Vtl / 2075 langsung
diserahkan ke penyidik. "Sudah saya
serahkan surat penangguhan pena-
hanannya," tegas Andrias, kemarin.

Dijelaskannya, dalam surat terse-
but, kliennya yang bernama I Wayan
Suarsa, 51, beralamat di falan.Pulau
Menjangan, Gang Jelantik, Kelurahan
Banyuning, Buleleng mengajukan
permohonan penangguhan penah-
anan atau pengalihan jenis tahanan.
Beberapa pertimbangan diajukan
dalam permohonan ini. Dianta-
ranya, Pasal 31 KUHP atas permina-
taan tersangka, terdakwa, penyidik,
penuntut umum atau hakim dengan
kewenangannya masing-masing
dapat menangguhkan penahanan,
berdasarkan syarat yang ditentu-

kan oleh yang berwenang. Selain
itu, tersangka adalah kepala rumah
tangga yang sangat dibutuhkan oleh
istri dan anaknya. "Tidak ada kekha-
watiran tersangka akan melarikan
diri, menyulitkan pemeriksaan atau
melakukan tindak pidana lain," be-
bernya.

Selain kuasa hukum, istri Suarsa

yaitu Ni Xetut Rsmini, 49,;uga siap
menjadi penjamin penangguhan
penahanan ini. "Kami berharap per-
mohonan penangguhan penahanan
ini bisa dikabulkan. Kami juga siap
sebagai penjamin dan bertanggung
jawab tersangka dapat dihadirkan,
dihadapkan, tidak akan menyulitkan
pemeriksaan, tidak akan melarikan

I Wayan Suarsa (tengah) digiring petugas Kejaksaan untukjalanfpenahanan, Kamia.lg/7).
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diri sendiri serta mentaati aturan,,,
pungkas Andris.
_. _ 

Seperti diberitakan sebelumnya, I
Wayan Suarsa akhirnya ditahan-pe-
nyidik- Kejaksaan Tinggi (Kejari) Iiali
pada Kamis (9 / 7). SelalnSuarsa, satu
tersangka lainnya yaitu t Nyoman
Mustiara ditunda penahanannva
karena masih berada di luar kota. Se_
Iain dua tersangka ini, penyidik juga
sudah menetapkan tiga tersang[a
lainnya. Yaitu, Nengah Nawa (Kep"ala

=ue;a/.i.n9ne 
Datem), Sri putu-sugiri-

nata IKabag perencanaan Undikiha)
oan 

J -Orya- Komang Indra fmakelaitanah]. Dalam kasus ini, keiima ter-
sangka melakukan persekongkolan
untuk mark up harga tanah-untuk
pengadaan lahan Fakultas Olahraga
dan Ke_sehatan (FOK) Undik;;;?;
,Jleng-Dalem seluas 3,7 hektare pada
2010 Ialu. Dalam aksinya, teilma
tersangka melakukan rn"it up i,"ini
l"n"lr {3t harga Rp 6,5 juta;"i;;
menJadi Rp 18 juta per are.

_..ll,f"hny" lag.i, tanah yang di_gu.nakan untuk kampus tjndiisha
rnl,.baru dikuasakan menjual oleh*,uf,.m" tersangka. Lalu tanah iniaKnlrnya dilunasi setelah alokasi
1i-"r Iq 7.miliar untut fun!"-J"lnranan ini cair. Dari perhitungai inilah
aoa kerugian negaia mencipai Rp 3miliar. 6 rez
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Aparat Desa Keberatan
Upah Pungut Paiak

* Dapat Rp 70 Ribu, Bikin Rekening Rp 100 Ribu
SINGARAJA, NusaBali ogah-ogahan dalam membantu pemungutan PBB.

Upah pungut IUPJ atas pajak bumi dan bangunan "Hitungannya kan mereka rugi, ketimbang merugi
(PBB) yang biasa diterima oleh aparat desa, tahun ini lebih baik mereka tidak terima UP tersebut," terang
belumbisadibagikan.Masalahnya,aparatdesakebera- Ketua Komisi Ill DPRD Buleleng Ni Mqde Putri Nar-
tan dengan sistem pembagian UP tersebut.

Informasinya, aparat desa setiap tahunnya menda-
pat UP atas jasa mereka menyebar surat pemberita-
huan pajaktahunan (SPPTJ PBB termasukmemungut
pajaknya dariwajib pajak [WP). Nilai UPyangditerima
atas jasa mereka dihitung berdasarkan prosentase
sebesar 1 persen dari total pajak yang dipungut.
Semula, pembayaran UP diberikan langsung kepada
petugas yangbersangkutan. Namun sejaktahun 2015,
terbit aturan baru dimana UP yang diberikan kepada
aparat desa termasuk petlrgas lungut lainnya harus
ditranfer langsung ke rekening masing-masing.

Nah, kebijkan inilah yang membuat aparat desa
sebagai salah satu petugas pungu.t terbawah kebera-
tan. Masalahnya, mereka harus membuat rekening
masing-masing dengan biaya minimal,sebesar Rp
100 ribu. Sedangkan UP yang mereka terima rata-
rata hanya sebesar Rp 70 ribu. Imbasnya, mereka pun

KADISPENDA Buleleng lda Bagus Puja Erawan memberikan penjelasan
dalam dengar pendapat dengan Komisi lll DPRD Buleleng kemarin.

eni, usai dengar pendapat dengan Dinas Pendapatan
:fDispenda) Buleleng Senin (10/8J.

Politisi Nasdem asal Desa Les, Kecamatan Tejakula
ini mengaku, dirinya juga mendapat informasi dari
aparat desa terkait dengan pembayaran UP. Dikatakan,
aparat desa kini sedang binggung dengan system pem-
bayaran UP tersebut. "felas kebijakan ini merugikan
aparat desa, bayangkan mereka harus keluar uang
lebih besar dari pada UP yang diterima. Kok buat
kebijakan tidak melihat kondisi di masyarakat dulu,"
ujarnya.

V

Sementara Kepala Dispenda Kabupaten Buleleng
lda Bagus Puja Erawan yang dikonfirmasi usai per-
temuan mengakui, jika UP tahun 2015 belum bisa
dibagikan kepada petugas pungut termasuk aparat
desa, karena masih ada keberatan. Pihakryra pun sudah
merencanakan untuk berkonsultasi ke pemerintah
pusat terkait dengan system pembayaran tersebut.

g - "lvlemang kami akui, tidak layak kalau me-
mang pembayaran UP itu harus membuka
rekening kami sadari hal itu, makanya kami
akan konsultasikan lagi persoalan ini ke
pusat" terangnya.

Menurutnya, dalam konsultasi terse-
but pihaknya berharap ada perubahan
regulasi terkait dengan pemb.ayaran UP
tersebut. Sehingga UP untuk ahun 2015
bisa dibayarkan kepada petugas pungut
termasuk aparat desa. "lni kan kebijakan
pusat, makanya kita konsultasi ke pusal Ya
agar ada penjelasan terkait dengan pemba-
yaran UPitu,"kata mantan Selcetaris DPRD
Buleleng ini.

Disinggung dampak realisasi PBB atas
sikap aparat desa sebagai akibat regulasi
pembayaran UP? IGdispenda Fuja Erawan
menegaskan, imbasnya tidak terlalu besa4
karena pihaknya sudah mengantisipasi hal
tersebut. Sejauh ini, realisasi PBB sudah
sesuai dengan target pencapaian setiap
semesternya.6 k19
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Bansos Terham[at'

Dewan menilai atas
berlakunya undang-

undang tersebut,
aktivitas di desa
adat terganggu,

karena pemerintah
tidak lagi berani

menyalurkan
bantuan sosial.

AMLAPUM, NusaBali
Sebagian anggota DPRD Ka-

rangasem meminta agar eksekutif
atau pihak terkait melayangkan
gugatan terhadap berlakunYa
UU No 23 tahun 20t4, tentang
pemerintahan daerah. Terutama
yang memuat, tata cara pengaloka-
sian bantuan sosial, har.tya untuk
lembaga berbadan hukum. Sebab,

atas berlakunya undang-undang
tersebut, aktivitas di clesa adat
terganggu, karena Pernerintah
tidak lagi berani menyalurkan

bantuan sosial.
Hal ini diungkaPkan anggota

DPRD Karangasem, I Gede Dauh

Suprapta yang mengajak segenaP

anqqota DPRD Karangasem me-

nyfiirakan hal ituke pusat,dalam di
Rapat Pembahasan drafAPBD 2016,

di DPRD, Senin (10/8). "Tujuan me-

(kanan) di Rapat DPRD, Senin (10/8).

Kecamatan Rendan$ itu.
Anggota DPRD clari Partai Gol-

kar lainnya, I Neneah Sudarsa
lain lagi tanggaparin'ya. "Yudisial
review UU No 23 tahun 20L4, itu
urusan pusatke MK. Bagiyangter-
lanjur berjanj i kepada konstituen,
agar menalangi terlebih dahulu,
iti risiko politiki' kilah Sudarsa.

Anggota lainnya I Gede Pasek
Bendesa Mulyawan, mengaku
menerima apa adarrya mengenai
UU No 23 tahun 2014, tersebut
telah diundangkan. "Kita terima
saja begiru adanyai' ujar Bendesa
Mulyawan.

Sementara itu, Sekkab Ka-
rangasem I Gede Adnya Mulyadi
menanggapi dingin atas desakan
anggota DPRD Karangasem soal
gugatan itu. "Satu-satunya cara
merevisi UU No 23 tahun 2074,
dengan mengajukan Yudisial re-
view ke MK. Sementara, karena
ketentuan itu berlaku, hanya
lembaga yang berbadan hukum
saja berhak dapat b4nsos," jelas
Adnya Muliadi.

Bansos, kata dia, tgrbagi men-
jadi dua yakni bansos terencana

dan bansos tidakterencana. "Ban-
sos tidak terencana biasanva
untuk korban bencana alam, atau
untuk.korban gizi buruk, busung
lapar clan sebagainya," kata Adnya
Muliadi. Dia kemudian membe-
berkan beberapa lembaga ber-
badan hukum yang berhak dapat
bantuan sosial: Pramuka, pemuda
Pancasila, FKUB, ManasikHaii dan
sebagainya.

Sekadar mengingatkan, bansos
senilai total Rp 4 miliar di APBD
Perubahan 2015 Kabupaten Ka:
rangasem, tdrancam mubazir
akibat jal dalam teknis

layangkan gugatan.agar ada revisi
Uil No 23 tahun 2014, sehingga
bantuan sosial bisa tersalurkan di

masyarakat," Pinta Dauh SuPrapta

oolliis PDIP dari Kecamatan Kubu,

Menanggapi wacana dari Dauh

Suprapta itu, anggota DPRD dari
PartaiGolkar; I Komang Rena, iuga
memberikan dukungan. Menurut-
nva UU No 23 tahun 2014, dinilai
kurang relevan. "Nantinya pencai-
ran bansos untuk konstituen iadi
terhambat," ielas Rena, Yang ang-

gota dewan dari Desa Pempatan,

pencairan. Sepab, pencairannya
mesti kepada femblga berbadin
hukum, dreng{cu UU'i{o 23 tahun
201,4. Eksekutif diingatkan agar
tidak pencairanban-

ingin berekse3sos itu, kalau

belakangan ini {atu per satu mufai
diadilidiadili gara-gar{ kesalahan prose-
dur dalam mengelola keuansan

i11
rfll

hukum, atau masuk plniara.

. . Qewan mengingatkan itu agar
ndak terjadi temuan di kemudian
hari- Apalagi,. pejabat eksekutif

dur dalam mengelola keuangan
negara. 6 k16

Dewan IVIinta Gu[a
I
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Dari BPJS, Rumah Sakit Qapat Rp 3 Miliar Sebulan ,V
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DIRUT RSUD Mangusada Badung dr Agus Bintang
Suryadi bersama pasien BPJS asal Belanda, Piter Bleeck.

Eksp atriat Iuga Tertarik Gunakan BPIS
diminati ekspatriat Salah sa- rumah sakit adalah warga negara asing.
tunya warga negara Belanda Bahkan ekspatriat bernama Piter Bleeck
bernama Piter Bleeck yang telah dirawat 10 hari dan diperkenankan
menderita paErh nrlang lengan puhng sejak kemarin. "Saya iuga kaget
bagian kanan dan dirawat be- ada bule pakai BPJS. Inibaru perbrnakali
beiapa hari di Ruang Janger. ada di rumah sakit ini," kata dr Bintang.

"Rata-rata kunjungan pasien Menurut dia, ekspan:iat berumttr 75

BPJS per bulan 3.850 orang tahun itu diketahLri tinggal di Nusa Dtta,

untuk yang rawat jalan. Se- Kuta Selatau. Walaupun walga negara
dangkan unflrk rawat inap 415 asing hal itu tidak ada masalah.
orang, dan kunjungan ke IGD Nurija meuambahkan, pihaknya
sebanyak 892 orangi' r"rngkap tidak bisa menolak karena sesltai
DirutRSUDMangusadaBadung Undang-undang BPJS Kesehatan, turis
clr Agus Binanf Suryadi did: asing yang telah enatl bLrlan lebih
ampingi Kepala Bidang Pel- tinggal di Indonesia, maka bisa
ayairan-RSUD Badung dr Made menggunakan pelayauan BPJS. "Maka
Nurija, Senin [10/8J. dari itu kamitidak menohk pasien.BPfS

Menurut dr Bintang, klainr bernama Piter Bleeck itu. |usftu kami
pembayarandenganpasienBPJS tangani sama seperti pasien lainnya,"
sebanyak itu mencapai miliaran imbuhnya.
rupiah. "Pastinya saya lupa. Tapi Nurija rnenyatakan pasien ahs nama
kuiangbbih seiiapLgtannya l'tu Piter Bleeck itu dikeahui pengalarnr

',"*9.antaraRp3miliarsampaiRppatahtulanglengansebelahkanan.- 3,5 miliar/' jelasnya. Yang me- Bersamaan dengan itu-Piter Bbeck juga

MANGUPUpq, NusaBali narik,imbuhpriaasal KelurahanLukluk, .menderita sesak napas. "Untuk operasi

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUDI Mengwi,pasienBPJSyangdihnganitidak paah tulangnya dilakukan dengan mu-

Mangusada Badung melayani iiUuan hanyawirgalokal,sebabbelakanganada lus," tegasnya.. Dia menambahkan,
pasiin Badan Peny'elenggira Jaminan jugd pasien warga negara asing. ekspat'iattersebuttakdipungutsepeser
'sosial 

IBPJS] per bulariilya. 'iernyata "Kisus 
langka itu iempat membuat pun biaya alias.$ratis. Setelah kondisi

peminai p"t"y*un keseha-an gratii ini pihak rumahlakit cukup kaget Karena membaik, Piter Bleeck diperbolehkan
i"t< tt"ny" warg" lokal tetipi juga iidak wajar p"$en gPIS tang dit. -S:lt^gg fgryrrn-db =:
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Dewan Bahas R-APBD 201 6

Triliun
AMI-APURA, NusaBali

Pihak eksekutif Kabupaten Ka-
ranoasem melalui Sekkab I Gede
Adn-va Muliadi, menYerahkan draf
aPgO Z0tO sebesartotal RP 1'359
triliun. DPRD Karangasem kini
tenoah membahas draf ter-sebut
den-oan dimulai dalam raPat diP-
imoin Ketua I Nengah Sumardi,
daiam aqenda rapat membahas
KUA dan PPAS (Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritras Plafon Ang-
oaran Sementara).' Dalam Pembdhasan tersebut,
yang agak alot hanYa.menYangkut
imdaran bantuan sosial, sehubur
oaiEiberlakukannYa UU No 23 tahun
2014, mesti penidokasiannYa ke-
oada lembasi 6adan hukum. Hal
iru tenrnokao dalam raPat di Gedurg
oPnO Gr,a'rnasem, Senin (10/8).

Belania daerah RP 1,359 triliun
tersebut.'menurut Sekkab AdnYa
Muliadi, mengalami kenaikan di
bandinqkan tahun 201 5 Yang hanYa
memuat Rp 1,269 tiliun, kenaikan-

nva Ro 89,725 miliar.' Beianja daerah itu terbagi men-
jadi dua, yakni belanja tak langsung-atau 

non fisik sebesar RP 912,85
miliar di antaranya untukr. belanja
bunga Rp 5 miliar, belanja hibah
Ro 23,589 miliar, bantuan sosial

Rp 955 juta, bdalrja Pegawai RP

12,639 mitiar.
Sedanqkan belanja lang$ng

atau fisik, siebesar Rp'146'36 miliar'
yang terbagi tiga: belanja pqsqwqr'
-belanja 

barang dan jasa dan Delan1a

modal.

Untuk belanja Qar{tg dan jasa
alokasinya Rp 236,14I miliar, be-
lanja modal Rp 117111 miliar dan

berubah," ielas Sumardil
Anoqoia DPRD I Komang Sar-

tika, ju6; mendukung atas terjadin-
ya pergeseran anggaran.. sesual
i<ebutuhan dan abpirasi qi setiaP
oembahasan. "lni kan dana secara
irmum, gelondongan, nanti lebih
rinci dalam Pembahasan secara
detail," kata Sartika.

Walau anqqaran itu mendaPat
persetuiuan anggota DPRD, setida-
knva eksekr.rtif tetap diingatkan' agar
ad'a timbal balik antara anggaran
vanq ke luar dengan manfaatnYa.
Ang-gota dewan, I WaYan Suastika
misalnya, mengingatl€n anggaran
KONI lGrangasem RP 2,5 miliar' agar
ada timbal baliknya dengan prestasl.
"Anooaran sudah dapat persetu1uan'

heni-aknya KONI membalas dengan
prestiasi," harap Suastika.' 

SekkabAdnva Muliadi menang-
gapinya. "Anggiran KONI itu untuk
6e'mbinaan att-et di setiap cabang
blahraga. dan untuk kegiatan,"
jelasnya. @k16

sebagainya.
Adnya Muliadi, jr.tga menyebutkan

alokasi untuk bayar utang Rp 24
miliar, dana itu.didapatkan dari PAD
(pendapatan asli daerah) yang target-
nya ditahun 2016 Rp 213,609 miliar,
mengalamikenaikan dad tahun 2015
Rp 205,273 miliar. "Pendapatan lain-.
nya, dari DAU (dana alokasi umum)
Rp 633,24 miliar dan DAK (dana
alokasi khusus) Rp 69,84 miliar," jelas
Adnya Muliadi.

Ketua DPRD I Nengah Sumar-
di menyambut positif draf APBD
201Q, ygng mengalami peningkatian
di.baddingKan tahun 2015. 'Kita
sepakati alokasi anggaran itu,
tinggal membahas secarp detail
di frasing-masirE SKFGsesuai
draf yang telah eksekutf setorkan.
Sehingga dalam pembahasan lebih
lanjut, anggaran bisa,bergeser-
geser, !e1qa1to'!91 nominal tidak

Ketua DPRD I
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Dewan Ternukan Banyak Persoalan

di RSUD Mangusada,

Buka SuperUB

Minim Dokter Spesialis"
sialis. "Kami dapat hporan, ada
dokter spesialis yang keluar
karena masahh insentifnya kecil
Kami harapkan itu jadi perhatian
seriusl' Dinh Sunarta. Karena itr
oihaknvi meminta rumah sakit
benar-6".tar memperhatikan naf-
kah pegawainya. "Kami sarankan
&kter-dokter spesilis dibngkapi.
Jangan sampai RSUD Badung
cuma iadi rumah sakit ruiukan,
tegasnva.'Bebirapa &kter spesialis yang
masih dibutrhkan rumah sakit di
anbranya dokter spesialis iiwa,
&kter sDesialis rehabilihsi me-
dik (bkt-er spesialis forensik dan
dokter spesialis anak, termasuk
juga konsulan NICU (neonaal
intensive care unitl.

Semenbra itr hal hin yang hk
kahh iadi sQrotan yakni terkait
pelayanan JKBM dan JKKB Ma-
nguwaras. Pihaknya mengaku
kerap mendapat bporan pasien

IKBM dan IKKB tidak hgi.gratis.
"lva, eimono gratis? Pasien JKKB
diheii reseo-beli obat sendiri.
Mestinya kbn pasien JKKB itu
gratis semua karena yang tidak

Paviliun Mangusada
ditujukan untuk

lavanan VIB VVIB
super VIP Tetapi RS

milik Pemkab
Badung itu masih

kekurangan
seiumlah dokter

spesialis.

MANGUPURA, NusaBali
DPRD Badung yang mehkukan

inspeksi mendadak (sidak) ke
RSUD Mangusada, Senin [10/B),
menemukan beberaPa Persoalan
serius. Misalnya soal keterba-
tasan dokter ahli atau dokter
spesialis, Jaminan Kesehatan
Kiama Badung (JKKBJ Mangu-
waras yang terkesan _tumPang
tindih. Sementara untuk tahaPan
perekrutan tenaga kontrak dinihi
sudah bbih baik.

Rombongan dewan Yang di-

pimpin Wakil Keura DPRD I Ma&
Sunarta dan Ketua Komisi lV I
Nyoman Sub'isno, ditFrima oleh
Direktur RSUD dr AL'us Binlang
Suryadhi. Hadir anggob Komisi
IV seperti lB Sunartha, Putu
Parwab, Luh De Suryani, I Gusti
Anom Gumanti, Senata, dan Su-
raharja-

Menurut Sunarta, Pascaram-
pungnya gedung E Pavrliun Ma-
ngusada ada beberapir halPenting
yang jadi fokus perhatian Komisi
MPRD Badung. Di antaranya
adabh masahh perntaan Perahtan
di gedung E. Menurutnya Piranti
gedung E yang menyed ia kan
pebyanan VIP WIB dan suPerVIP
ibl harus segera diramPungkan
agar bulan Oktober atau No-
vember ini bisa beroPerasi mak-
simal "Bangunan fisik kan sudah.
Tapi, kehs VIP masih harus dibta,
sehingga bisa beroperasi sesuai
rencana." kahnya.

Yang paling i;di sorotan adahh
masahh sumber daya manusia
(SDMI, tenaga medis di RS masih
sa ngat terbatas. Tenaga Yang
paling minim a{ahh &ker sPe-
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tidak dihnggung JKB M dibnggung
JKKB," andasnya.

' Sementara mengenai rekt'ut-
men 183 tenaga kontrak yang
tengah berlangsung di RSUD
Badung, Sunarta mengaku sepakat
dijaring secara keEt dengan sis-
tem online. Menurutrrya sebksi
pegawai ini penting untuk mend-
apatkan tenaga yang handal dan
sesuai kompetensinya, sehingga
RSUD Badung dapat memberikan
pelayanan maksimal kepada
masyarakat

Dikonfirmasi terpisah Dirut
RSUD Mangusada Badung drAgus
Bintang Suryadi mengakui bila
masih kekurangan dokter. spe-
sialis. "lya kami memang ke-
kurangan &kter spesialis seperti
&kter ahli bedah thorax, &kter
ahli bedah onkologi, dokter ahli
bedah plastik, da ' lain-lain,"

akdnya. Terkait dengan pehyanan
di Paviliun Mangusada tersebut,
menu rut dr Bintang membuU.rhkan
Iebih banyak lagi dokter ahli.'
"Karena pelayanan di Gedung
,Pavilun Mangusada bersifat spes-
ialistik dan rencana pengeni-,
bangan RSUD Mangusada menjadi
rumah sakit pendidikan tentu
membutrhkan bbih banyak &liteii
spesialis dan sub spesialisl"
imbuhnya.

Bagaimana dengan sorotah
dewan masalah tumpang tin-
dihnya f KKB Manguwaras dan
JKBM? Dokter Bintang menyang-
kal hal tersebul Menurut dia,
fKKB bukan kurang maksimal
hanya prosedurnya harus me-
maftai fprmularium IKBM dulu.
Tidak langsung memakai for-
mularium rumah sakit seperli
dulu.

"Pasien yang mendafbr &ngap
menggunakan f KBM tidak bisd
mehdapatkan dari JKKB. Se1-

baliknya juga begitu, kalag
mendaftarnya memakai JKKB
maka tidak bisa &bel dapat dad
fKBM," jehsnya. 6 as

L
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Dilantik Gubernur Menjadi Penjabat Bupati Tabanan

wayan Sugiada (seragam putih)saat dilantik.G.ubernur Pastika sebagai Penjabat

Sr{rtryq""""n-nut",i seremoni di Gedung Wiswa Sabha Utama, Senin ( 1 0/8).

DENPASAR llusaBali
Satu laei kursi vang lowong di Bali akibat habis-

nya masa"jabatair kJpala daerah ielang Pilklda
Z-Of S, aiisibt"h figur Penjabat Bupati. I(ali ini, Gu'

bernur Bali Made Mangku Pastika lantik I Wayln
Sugiada sebagai Peniabat BlPlti Tabatlln' Senin

(10/8),
yang n
2015.
pertahanlian predikat Waiar Ta npa Pengecualian

MTPI baei Tabanan.' pelantilan Wayan Sugiada--'yang sebelumnya' pelantiT<an Wayan Sugiada--'yang sebelumnya
menjabat Kepala biro Hukum Setda^Provinsi Bali-
--sebaeai periiabat Bupati Tabanan, Senin pagi, di-
lakuka-n Gubernur Pastika di GeduneWiswa Sabhalakuka"n Gubernur Pastika di GedungWiswa
I ltema Kantor Gubernuran. Niti Mandala DenUtama Ikntor Gubernuran, Niti Denpasar.Utama Ikntor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar.
Wayan Sugiada, birokrat yang dikenal sebagai
pemeran'nala AraU' dalam Sendratari Periuanganpemeran

Benambung ke Hal15 Kolom 1

t

t-
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'haja Arab'Janji Pertahankan WTP
.,,, $,$l'H iii$iti$i

Cinta Grup Kesenian Birolcasi dan
PKKPemprov Bali, nantinYa akan
menduduki pos barunYa sebagai
Peniabat Bupati Tabanan sam-
pai nanti terbilih kepala daerah
defi nitif rnelalui Pilkada Tabanan,
9 Desember 2015 mendatang'

Wavan Sueiada dikukuhkan
iadi Pe'njabat B-upati Tabanan ber-
dasarkan SKMenteri Dalam Negeri
(Mendagri) Nomor 731'51-4623
iahun 2015 tentang Pengangkatan
Peniabat Bupati Tabanan. Ber'
hubirng Way-an Sugiada dilantik
m'eniadi Peniabat BuPati Tabanan,
maka posisinya sebagai Kepala Biro
Hukuin Setd-a Provinsi Bali telah
dialihkan Gubernur Pastika kepada
Dewa Putu Eka WijaYa Wardana,
dengan status Pelaksana Tugas
tPll). Saat ini, Dewa Eka WiiaYa
mas'ih menjabat sebagai Asisten I
Setda Provinsi Bali.

Dengan dilantiknYa WaYan
Sugiadimeniadi Penjabat BuPati
Tabanan, maka tinggal satu kursi
kepala daerah lowong lagi Yang
akan diisi figur'peniabat' terkait
habisnya masa iabnatan sebelum
Pilkadl 2015. Yakni, kursi Pen-

iabat Wdikota DenPasar, Yang
ikan diberikan kepada AA Gede
Geria. RencananYa,M Gede Geria
vane kini KePala Biro Kesra Setda
i'roiinsi Ba[i akan dilantik men'
iadi Peniabat Walikota DenPasar,
Selasa [11l8J, menggantikan IB
Rai Dharmawiiaya Mantra'-Yang
habis masa iabatannYa Per 11
AAustus 2015.- Sebelumnya, Gubernur Pastika

iuga telah mengisi kursi lowong
kepala daerah untuk Karangasem,

Wakil Gubernur Bali Ketut Sudik-
erta,lGhfa DPRD Bali NYomanAdi
Wirvatama, Sekda Provlnsi Bali
Tioliorda Ngurah PemaYun, dan
oara Peiabat Ese;lon ll PemProv
bali. Saht pelantikan kemarin,
Gubernur'Pastika memberikan
seiumlah Pesan Penting bagi
Wivan Sudiada, Yang notabene
bir6hat asal Baniar Curah, Desa

Gubug Kecamatan Tabanan'
Gribernur mengingatkan

bahwa tugas utama Sugiada se-

laku PeniabPt BuPati Tabanan,
bukan hanya menJalankan roda
pemerintahan daerah setempat'
Tapi, sekqligirs bertugas meniaga
netralifts apAtur sipil negara atau

iaiaran'PNS dalam Pelaksanaan
Piikadlt taUanan 2015' IntinYa,
Peniabat Bupati harus ikut me-
nupiyat<an Pitfada Tabanan 20 1 5

berialan deniokratis, profesional,
dan berinteAritas."Peniabat Bu-
oati TabanJn nanti harus iaga
betul netralitas PNS di Pilkada,"'
undas Pdstika.

Menurut Pastika, meniaga
netralitas aparatur negara adalah
salah satu-uPaYa memberikan
contoh yang baik bagi masYara-
kat dalim uPaYa menduku-ng
Pilkada nan derirokratis' "Tidak
berhenti samPai di situ. Peniabat
Bupati Tabanan juga harus ma-
mou rhemfasilitasi Pilkada berja'
lair aman. Peniabat BuPati mesti
koordinasikan dan mengefek-
tifkan komunikasi dengan seluruh
nemanqku kePentingan seperti
kPu, Pinwastu, dan unsur TNI/
Polri, termasjuk dengan Pemuka
masyarakat serta Pemuka agama

di Tibanan," Pinta Pastika.
Yans tak kalah Penting Su-

siada selaku Peniabat BuPati
Tabanan juga harus menjalin
hubunean yang harmonis dengan
kalanein DPRD Tabanan. sebab,

keoali daerah dan Dewan sebagai
ceiminan eksekutif-legislatil
mempunvai kedudukan setara
dan hubuirgan llg-ia yangbersifat
kemitraanl "seliin itu, Peniabat

20L0:20L5, atas peran sertanya
ikut'menyukseskan Program-
program pembangunan daerah
sesuai visi Bali Mandara.

Sementara itu, WaYan SPgiada
selaku P0njabat BuPati Tabanan
berkomitmen untuk memPertah-
ankan opini Wajar TanPa Pengec-
ualian ofIP) dari BPK atas audit
laporan keuangan tahun anggaran
2014. lanii te*ebut disamPaikan
Sugiada seusai acara pelantikan di
GedunsWiswa Sabha Utama Kan-
tor Gu6ernuran, Senin kemarin.

"Mempertahankan itu lebih
sulit Makanya kita semua harus
bekerja kbras, serta bersinergi an-
tara pemerintah dan masyarakat "

tandas si 'Raja Arab'. Dia menYa-
dari bahwa untuk meraih oPini
WTP dari BPK tidaklah mudah
karena pemerintah daerah harus
taat terhadap Peraturan, tertib
pengelolaan aset, dan juga tertib
pengelolaan keuangan.- 

TabanandibawahBuPatiPutu
Eka Wiryastuti sebelumnYa untuk
kali pertama meraih oPini WTP
dari BPK, Juni 2015 lalu. Dengan
opini WTP tersebut, berarti Taba-
nan pral<tis secara estafet mamPu
memper\aiki rapornya. Semula,
Tabanan ilempat semPat diganiar
opini 'terendah' Disclaimer oleh
BPK atas pengelolaan anggaran
tahun 2012.

Setahun berikutnYa, Tabanan
naik kelas ke opini Wajar dengan
Pengecualian (WDP) Yang diberi-
kan BPK atas Pengelolaan ang-
saran tahun 2013. Kini, di tahun
2015, predikat Tabanan naik ke
puncak menjadi oPini WTP dari
BPK atas audit laporan keuangan
talrun anggaran?Ol4. F n3t_

Bangli, dan Badung. Pertama, Ida
Bazus Nzurah Arda ${ePala Biro
Ke-uangin Setda Provinsi Bali)
yang dilantik meniadi Peniabat
Bupati Karangasem, mengganti-
kan Wayap Geredeg (habis'masa
iabatan pdr 21 Juli 2015).- 

Kedu-a, Nyoman Harry Yudha
Saka (Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi BaliJ yang dilantik
ru:niadi Penjabat BuPati Badung
untuk menggantikan AA Gde
Aeung fhabis masa jabatan Per
Saefstrus 2015). Ketiga, Dewa
Gedi Mahendra Putfii [KePala
Biro Humas Setda Provinsi BaliJ
yang dituniuk meniadi ?eniabat
Bupati Bangli untuk mengganti-
kan I Made Gianyar (habis masa
jabatan per 5 Agustus 2015).' 

Pelantikan Wayan Sugiada
sebasai Peniabat Bupati Tabanan,
Seni*n kemarin, dihadiri Pula

Bupati Tabanan mesti menialin
hubungan yang konstruktif dan
hierarlis itengan Pemerintah
provinsi, sehingga terbangun se-

buah manaiemen Pembangunan
vans terint6grasi," ujar Pastika." 

Dalam keiemPatan itu, Guber-
nur Pastika uk luPa menYamPai-
kan terimA ltdslh kePada Pasangan
Putu Eka WirYastuti- I Komang
Gede SanjaYa Yang telah menYele-
saikan miia fengabdiannYa seb-

agai Bupati-Wakil BuPati Tabanan

z
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B erkas n)'a Le ngkap, Ke tu a Kel o rnp 0 k Tani D itah an
BANGLI, NusaBali

Kejari Bangli menyatakan
berkas perkara dugaan korupsi
dana bantuan sosial [Bansos)
pengembangan Unit Pengolahan
Pupuk Organik (UPPOJ, telah
lengkap. Tersangka, yakni I Nyo-
man funiada yang merupakan
Ketua Kelompok Tani Bina Wina-
ngun Banjar Taksu, Desa Batur
Tengah, Kintamani, Bangli pun
hngsung diahan.

Pantauan di Kantor Keiari
Bangli, pelaku sebelum dimaiuk-
kan ke dalam mobil tahanan
terlebih dahulu menjalani peme-
riksaan selama beberapa jam di
salah satu ruangan di Kejari
Bangli. Sekitar pukul 14.00 Wita,
pelaku didampingi petugas kejak-
saan langsung digiring menuju
mobil tahanan.

Selanjutnya, tersangka dugaan
korupsi dana UPPO ini langsung
digiring menuju Rumah Tahanan
fRutan) Bangli. Kepala Kejaksaan
Negeri (Kaiaril Bangli, IAK Ratra
Sari K Dewi didampingi Kasi
Pidsus, Bagus Putra kepada war-
tawan mengatakan berkas per-
kara dari tersangka dugaan ko-
rupsi bantuan dana pengem-
bangan Unit Pengolahan Pupuk
Organik [UPPO), I Nyoman Juniada
ini dinilai sudah lengkap. Kar-
enanya, pihaknya melakukan
penahanan terhadap tersangka
sesuai dengan Surat Perintah
Penahanan Nomor: PRINT/83/
P.1..r3 /FLr/08120rs.

. NUSABALI/DEWA OARMAWAN
TERSANGKA, I Nvoman Juniada saat
digiring menuju mobil tahanan menuju
Rutan Bangli, Senin (10/8).

singgung soal tersangka lain, kata
Bagus Putra, saat ini pihaknya
baru melakukan penahanan ter-
hadap satu tersangka. Munculnya
tersangka lain sangat tergantung
dari proses penyelidikan yang
dilakukan pihak kepolisian dan
fakta-fakta yang didapat saat
persidangan nanti. Seperti di
ketahui, Polres Bangli dalam kasus
penyalahgunaan dana bansos
UPP0 telah menetapkan dua ter-
sangka, yakni I Nyoman funiada
dan seorang pejabat di Pemkab
Bangli berinisial lWS. 6 cr53

Dugaan Korupsi Bansos UPPO Bangli V

Lebih lanjut dijelaskan,
dana yang diduga disa-
lahgunakan tersangka ber-
sumber dari Kementerian
Pertanian melalui Dirjen
Sarana dan Prasarana Per-
tanian tahun 2012. Saat itu,
Kelompok Tani Bina Wi-
nangun digelontor bantuan
unit.pengolahan pupuk or-
ganlK.

Dana tersebut langsung
dikucurkan oleh pusat ke.
pada kelompok 

-tani 
dan

telah disetului oph Dinas P3
Bangli. S.esuai petunjuk
teknis bantuan senilai Rp
340 iuta dipergunikan un-
tuk kegiatan pengadaan
sepeda motor roda tiga,
kandang koloni, bak per-
mentasi, rumah kompos dan
35 ekor sapi. Namun dalam
pengelolaannya, dana ter-
sebut ternyata disalah-
gunakan oleh yang bersangkutan
alias melenceng dari Rencana
Usuhn Kegiahn Kelompok IRUKK)."Dari hasil audit BpKB ke-
rugian negara dalam kasus ini
mencapai Rp 340 juta," ujarnya.
Bagus Pufta menambahkan dalam
pemeriksaan , tersangka funiada
mengakui semua perbuatannya.
Salah satunya, penggunaan dana
Rp 25 juta, telah dimanfaatkan
untuk membayar kredit ketahanan
pangan.

Tersangka mengaku memiliki
utang (kredit) Rp 83 juta, Di-

i &l<b ( Afr ",tus zolt
f
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i S{h?r/ll ATisk': ?^ts
zE

t P.t4rygqra Dijbtah Rp 31 Miliar
didampingirekannvaAng\$_+nS politisi asal Kelurahan pa-Ngurah Adi dari t*Ur,^l?T.^- arogrr.r[j3n, Denpasar Barar iniSemenbra Nsurah fgi nt"t"_ meriyebutkan, dana Hibah unhrkgaskan' dana Binsos/ilb,?llt ;;;i;r"ff secara adminisb-asi3, 7 mil iar pasti terakom"^g]:*l n.g"., I *11 

9 1;;;y itln. l<eplrA,bnpa ada diskriminatif. N.amun, miryr.t i;kaia dia, a"n' ieiiuurt bukan air"'",irt riJ#if.'ff;i:ffil?fi1milik Dewan. "rnsat bukan milik o"."" a'"rr""'rt, Serama ini banyakDewan dana itul o"y1l g4al 6;;"f,i'i..."pri. Dewan tidakpunya Bansos atau Hili,,li iu, 1,", ;;;h {rF ltg iiS3fi lf,ff it**1 trft "j', g?
komendasik"n D"-1::::t:: ;.k;;;;;;"g ke rekening ma-politisi asal puri Ge,qe.1ce1q syarakat !"ru., *ngrn kegiabnDenpasar vans duduk llI:15i a1 *"rvr."t"r,,,ujar potitisi pDIpIl membidinei gUl\al dan pajak y"ngr,_rnln anggota DpRDdae.lah sera pariwisaa. bunfr"rii auu periode ini.Ngurah Adi mensaakan, Ban- .- iiitrit}"gan tolosnya danasos/Hibah ini nantipenyaluran 

fibah'uiUlf"nggob Dewan ini,nya sangat selektif untuk m,e_ KeuraTim[nggaran Daerahvanemini malisir pehns garan.. .tlgt l^r8" S"f.p."" iiat i Tjokorda Nzurah.Rp 3,7 miliar iur sulih pastitlll,, l;il;ii'; l"irn' b i sa d i mi n Naiselektif pemberiannya kepada komentar. Saat dihubungjmasyarakar Karena ,6tTl, j": n{rfirg,lmehrui ponselnya tidakada pemeriksaan yang tut t ,ttif -A'rrut"

&ngan proposaf'kata Nguran aai -
Bahsos ahu Hibah sdbesar Rn

3,7 miliar yang akan terwujud rii
2016, menurutanggota Xorqisi Ilt
DPRD Bali I Wayan Kariartha,
bakal dikawal peiuh. Sebab dana
in1 uryg\ kepenringan masya-
rakat DPRD Bali diakui Kariariha
harus mehkukan rapat berubngk-
art oengan pimpinan Dewan dan
Eksekutif untuk menggolkan dana
untuk kepentingan masyarakat
ini. "Kita rapat beikali-kali dan kia
sampaikan kepada pimpinan
bahwa dana Bansos aau Hibah inl
sangat penting" ujar Kariartha.

'Akhirnya terakomodir. Tehni
kih harus kawal dan saya sam-
q_aikqn kepaffi imlinan jangan
diubk-atik hS. Dulu kan sempar

ry39 {ity1a1gi. Kami sampailian
tiddlt bobh dikurangi. Undinglah
plmptnan kita mengerti dan
ypirya gyg ujar Kariartha.

"lngat bukan milik
Dewan dana itu.

Dewan tidak punya
Bansos atau Hibah.

Yang benar itu dana
Hibah yang

direkomendasikan
Dewan"

(Anak Agung Ngurah Adi,
Anggota FraksipDlp)

DENPASAR, NusaBali
Ini dia hasil manuver DpRD

Bali ketika-membuat rapat &ngan
Eksekutif deadlock 

-beberioa

waktu lalu. Dana Bansos /Hib^h
DPRD Bali di APBD tnduk ZOtO
{la!!kg4 lolos. Hibah yang
dijatah Rp 3,7 miliar per anggob
Dewan tersebut dipastikan ter-
akomodir. fumlah toal unnrk 55
angg$ DPRD Bali dari ApBD
Induk 2016 akan terkucurkan Ro
203,5 miliar. Belum lagi dana
Bansos/Hibah Rp 750 juta di
APBD Perubahan 2015 juga lolos.

Sejumlah anggota DpRD Bali
mengakui kepastian lolosnya
dana Hibah tersebut Wakil Kenra
Fraksi Pancabayu, I Nyoman
Tirtawan di Gedung DPRD Bali,
Senin (10/81 mengarakan, dana
Bansos/Hibah itu pasti terako-
modir. Namun kata dia, unhrk di
APBD Perubahan jumlahnya tidak
banyak. Sebab kalau dibagi di
masyarakat angkanya sangat
minim. "Cuma jumlahnya me-
mang tidak banyak di Perubahan
2015. Tercecet kecil-kecil Kalau
diberikan ke masyarakat ya jum-
hfr E!C=! !ecr!' ujar Tirrawan
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ga Kali Mangkir dalam Sidang Dugaan Korupsi

Jembatan Lemukih, Buleleng

. NUSABALI/YUDA
KONTRAKTOR, Aristya Agustina {kiri) saat beri kesaksian terhadap terdakwa Made Suwitra. ppK proyeiJLmbatan
Desa Lemukih, Buleleng dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, senin (1Oig).

Aristya mengaku *!1 ll"^e\ung Leb-ong da.n

m e n d a p a t I a p6 ra n ;i['J,i;q *i: $' 3""-t rTi.'illl]
konsultan

pengawasjik

rampung 45

Aristyii Agustina (rekananJ yang
merUpakan saksi kunci dan ter-

proyek sudah
persen,
Namun

kenyataannya baru
selesai 20 persen.

DENPASAR, NusaBali
Setehh 3 kali mangkir sidang

tya Ayu Prima yang memen-
angkan tender proyek ini," jela-
snya di awal sidang.

Ia mengaEkan pembangunan
jemlqtan ini dimulai pada Agus-
ils2012 dengan 135 hari penge-
rjaan dan nilai kontak Rp 2,S
miliar. Setelah berjalan hingga
November, Aristya mensub-
kontrakkan proyek ini kepada
Made Sudiawan yang merupakan
kontraktor asli Buleleng. Kon-
faktor cantik ini meneaku tidak
maippu melanjutka-n proyek
karena medan yang sulit dan uang
muka yang belum dibayarkan.

sangka dalam kasus dugaan
korupsi pembangunan iembaan
di Desa Lemukih, Sawan, Bul-
eleng dengan tersangka PPK
(Pejabat Pembuat Komitsnen), I
Ma& Suitiaakhirnya hadir dahm
sidangyang digelar di Pengadihn
Tipikor Delpasar pada, Senin
(10/B). Kontraktor cantik asal
Siodarjo, fawa Timur ini juga
langsung ditahan di PoHa Bali
karena d ianggap tidak kooperatif.

'Dalam sidang yang dipimpin
mqjelis hakim, Gede Ariyadi,
rpqngagendakan pemeriksaan
saksi kunci Aristva dan saksi ahli
dhri BPKP. Aristyi yang diperiksa
perbma mengaku sebagai peme-
nang te_nder pembangunan jem-
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"Sava resmi mensubkontak-
kan provek ini di hadaPan notaris
oadi November'2012i' iehsnYa'
Setelah disub kontrakkan, I Made

Sudiawan mulai mengerjakan
proyek ini dan hingga Desember
y"ng tn..uPakan batas akhir
ilen"geriaan' AristYa mengaku
h"tiaailat laporan konsultan
p"ne"*"t jika ProYek ini sudah

iampung 45 Persen. Namun
keny'aaainYa di laPangan ProYek
ini baru sebsai 2() Persen'

Pada Desember 2012, uang
muka proYek RP 500 juta cair
disusdl dengan PembaYaran
termin I RP 800 iuta' Masalah
timbul dahrir hPoran Yang dibuat
kontraktor asal Sidoario Yang
memasukkan Pengeriaan Proyek
vans sudah mencaPai 4SPersen'
i'aalnat di lapangan baru ram-
pung ZO Persen. Ijahkan, karena
iarn6"tnir" Pengerjaan, PPK

"f.fti.nvi 
memutus kontrak PT

A;i;# Ayu Prirna.ini setelah
p".U"Y"i'"n termin I' "SaYa

liuk"n Permohonan tidak mam-

;; A;"'konn'ak saYa diPutus"'

jelasnya.
Majelis hakim sempat me-

nanyakan kelebihan PembaYaran
yan! diterima. AristYa lalu menj-

awab jika uang kelebihan
pembayaran tersebut digunakan
untuk membiayai proyek hingga
rampung 45 persen di bulan

Februari 2013. "1adi proyek itu
selesai pada Februari dengan
me'nggunakan uang kelebihan

-ihr," ujar Aristya.
Namun JPU, AA Alit hngsung

memotong jawaban Aristya dan
mengatakan jika kontraknya
sudah diputuS pada Desember
2012 akhir, sehingga tidakmung-
kin masih bisa mengerjakan
proyek tersebul "Saya masih
cinta Singaraja. Makanya saya
lanjutkan hgi," ujar wanita cantik
yang bersaksi menggunakan baju
t-shirt panjang dan celana jeans
ini.

Usai sidang, Aristya yang
sempat 3 kali mangkir panggilan
sidang langsung dibawa bebe-
rapa penyidik ke ahanan PoHa
Bali. Kuasa hukumnya, Made
Sudana dkk mengatakan setelah
mangkir 3 kali sidang, pihak
kepolisian hngsung menjemput
Aristya ke rumahnya di Sidoarjo,
Jatim pada, Rabu [6/8) hlu. "Dari
Rabu kemarin langsung diahan
di PoHa Bali. Sambil menunggu
berkasnya rampung dan di-
limpahkan ke Kejaksaan Tinggi
Bali," jelasnya saat ditemui usai
sidang. & rez

V

Terj erfit LaP orn,n Fikttf
DALAMrdakwaan yang diba- PPTK yang juga sudah dija- yltu pala!2 ay-at (1)^io Pasal

;#;?li;;r;'i'"n"it"i"u*u* dlkan iersangk?, va-itu dengan ll:f* (1) b uu 
"3 11,9hun

iipu j-di hadapan *ul"f il-ft"- membuat lap-"oran fiktif pem- 1999 Tentang Pemberantasan

kim.pimpinan Be:;lin Sifro*- bangunanjembatanini.Pioses Tindak Pidana Korupsi yang

bins dalam sidang perdana di pembangunan jembatan tahap 1u.dah dirubah dengan uu
pengadilan Tipikor D"ri;;; i V"nS l"ftu.J,tn'" menye- Tahun 20 ahun 2001 io Pasal

;;;:, i;;i; f idT?l-r"r"i pnr ieiiir.?n +o peisen pdm- 55 ay,at.1 ke 1 KUHP' sement'

iPeiabat Pembuat r"*ii".itj, ;""d;;"' hanliadiseles'iknn ara dalam dakwaan subsi-

i Made Suirra diclak*;;;H: io p"u.t"t't salil ruamun dattrn dair,ketiga terdakwa dijerat

ilil; p"iri}"-;i;"g;';G- p".'tunggungiawaSannya,para pasal 3 UU vang sama' Selain

garan untuk pembangunan tersa-ngka. n-,.n,t,tut Lp,r.rn Suitra,,ada duaiers.angka. lain

i;;;;;;-p;"!k;;s ;"g;;;; iitiii .-.orar.'-olah peke'iaan dalam kasus ini' vaitu Aristva

dan pangkung Api d"i;;;: tuJ"tt tlf"tui t"tuui kontiak. Agustina (rekanan) .*n I

Lemukih, Sawan, Bufehrif 
'* --;kib;t 

t;rbuatan terdak- Wavan Wenten sebagai PPTK
""ilffi'; -;;;;' aigun"l"n wa, negara dirugikan Rp 669 yang m.asih^9"F., proses

rerdakwa asal Yeh E;t";;, ;uta. a6; perbuitannva,. ter- P"ltJili\.LDit-Reskrimsusterdakwa jsal Yeh 
-Embang, juta. Atas perbUatannya, ter- penJlfllKan-ult i

;;h[;;;";;irnaret"ninddi dakwa dijbrat pasal primer Polda Bali- frrez

z
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Pledoillm 9 dahm Kasus Korupi hnn4a Klurgkung

Dakvraan IPU Diibmatkan Elans

Terbang dengan Satu Salap 
L/

TrGA dari e terdakwa anssota Tim e, I r"1|.]ilTili?1
l.Made Ngurah dan AA Sagung Mastini -engikutisidang dengal aggnda ptedoi di pengaditan Ti- iko,
uenpasat Senin (10/81.

DENPASAR, NusaBali
, Setelah dituntut dengan hukuman berbeda
pada sidang_sebelumnya, 9 terdakwa yang
merupakan Tim 9 (Panitia pengadaan Lahan)
Dermaga Gunaksa, Klungkung menyampaikan
pledoi (pembehanl dalam sidane yine diselar
di Pengadilai.Tipikor Denpasar;-Siniri 

1 f O7A;.
Dalam pledoi, kuasa hUkum 9 terdakwa, Simon
Nahak dkk nlenyebut tuntutan Jakpa penuntut
Unlum (fPU) bagaikan burung elang yang
terbang dengan satu sayap.

Tim sembilan ini membacakan pledoi
secara terpisah. Terdakwa eks Sekda Kluns-
kung yan! juga merupakan Ketua p"nlii"
Pengadaan Lahan, Ketut Janapria, eks Ketua
B?N Klungkung/Wakil Kerua Il AA Sagung
Mastini dan Made Ngurah [eks Asisten l/Wakil
Kitua I) s.ampaikan pledoinya masing-masing
crglam sidang yang dipimpin hakim, Beslin
Sihombing serta anggota, Sumadi dan Hartono.

Sementara pada berkas perkara kedua
dengan empat terdakwa, yaituterdakwa Anak
{Sunc lllgurah Agung,l Nyoman Rahayu, Made
Sugiartha dan I Nyoman Sukantra. Untuk berkas
perkara kedua ini disidangkan oleh majelis
hakim yang diketuai Puru Gde Haryadi-dan
anggota, Achmad Peten Sili serta Miptahul
Holis. Untuk berkas perkara ketiga, beiisikan

dua terdakwa, yakni terdakwa I Gusti Neurah
Gede dan I Gusti Gde Wiratrnadja.

Terhadap perkara ini disidanekan oleh
majelis hakim yang dip_impin ote-h Cening
budtana dan anggota Miftahul dan Nurbava.
Ditemui usai pembacaan pledoi, kuasa hukrim
9 terdakwa,. Simon Nahjk dkk mengatakan
dalam pledoi meminta majelis hakiri untuk
menjatuhkan hukuman bebis aau onslas fada
perbuatan hukum tapi bukan perbuaaripida-
nanya).

.. Beberapa catatan juga diberikan oleh Sirhon,
di antara-nya soal JPU yang hanya membuktikan
p.asalsubsider, yaitu pasal 3 jo pasal 1g UU RI
No 31 tahun 1999 tentang'pemberantasan
llnikor sebagaimana diubah-menjadi UU RI No
?O Ft-rrft 2001, jo Pasal 55 ayat i, ke-1 KUHp.
Padahal seharusnya JpU hirus bisa mem-
buktikan pasal primer dan subsidernya. ,,lni
bagaikan elang yang terbang dengan satu sayap,
Jad! drpasttkan akan iatuh. Meneaoa iatuh
karena dakwaan tidak lengkap," rijar Simon
dengan percaya diri. Selain 

'itu, 
beberapa

keja.nggalan lainnya diungkap di anAranya
trdat( actanya kerugian negara yang dinikmati
pada terdakwa. Sidang akan kembali di-
lanjutkan hari ini, Selasa ittlg) densan asenda
replik (tanggapan) dari lpu. h rei

.t
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MasihRend
* Dewan Khawatir 'Kejar Tayang'

Selama satu semes-
ter pertama serapan

anggaran masih di
bawah 50 persen.

Kondisi itu diyakini
berpengaruh pada

kinerja eksekutif
pada semester ll

periode Agustus-
Des-ember bakal

'kejar tayang' capai
target serapan.

SINGAMIA, NusaBali
Kinerja eksekutif kini meniadi

sorotan lembaga DPRD Buleleng.
Masalah nya, serapan anggara-n
pada semester I periode lanuari-
luli tahun 2015,hasih di bawah
angka 50 persen. Dewan pun
khawatir, kondisi itu akan ber-

p*g".uh p"d" kinerja eksekutif
pada semester II periode Agus-
tus-Desembec dimana terapkan
pola 'kejar tayang' dalam penca-
paian target serapan. "Logikanya
dalam setahun itu 100 persen,
artinya dalam enam bulan per-
tama sem€stinya sudah mencapai

50 persen. Tapi ini masih dibawah
50 persen, kamikawatir nanti ada
pola kejar tayang dalam pencapa-
ian target serapan," ungkap ang-
gota Badan Anggaran (Banggar)
DPRD Buleleng, Putu Mangku
Mertayasa, Senin (10/8J.

Disebutkan, dari laporan eval-

:#3lJ:L1 ;:iffi .i;i",f ilxli,,J,"#iT"X.T,lin,","" 
pembansunan

uasi pelaksanaan program atau
kegiatan pembangunan lingkup
Pemkab Buleleng semester I di
tahun 2015, yang telah diterima,
serapan anggaran untuk pen -

gaoaan barang clan jasa secara
umum berada diangka 34 persen,
dengan total anggaran sebesar
Rp 550 miliar lebih dari total
APBD sebesar Rp 1,8 triliun lebih.
Dengan serapan yang rendah itu,
dikawatirkan akan terjadi pro-
gram atau kegiatan di semester
II t?ng dikebut atau kejar tayang
untuk pencapaian target. "lni
kan sangat rendah. Apa mungkin
dengan'siswa waktu yang ada ini
semua anggaran bisa terserap,"
ujar politisi PDIP asal Desa/ke-
camatan Banjar ini.

Mangku Mertayasa justru kha-
watir jika anggaran tidakterserap
sesuai target, akan terjadi Silpa
(sisa lebih pagu anggaran) yang
cukup tinggi. Jika itu teriadi,
justru program atau. kegiatan
terutama dalam penga{aan ba-
rang dan jasa tidak sesuai dengan
target pencapaian.

Sementara secara terDisah.
Wakil Bupati Buteleng Nyomair
5ugidra usai rapat kerja evaluasi
pelat(sanaan program atau keg-
raurn pembangunan semester l,
di gedung Unit lV Kantor BuDati
justru mengatakan, kinerja dari
satuan keria perangkat daerah
ISKPD_ sudah di atis rata-rata.
Bahkan dua kecamatan yakni Ke-
camatan Busungbiu dan Kecama-
tan Sawan sudah melebihitarset.
"Bahkan per akhir luli sudah ida
yangmencapai62 persen dan ada
sudah mencapai 70 persen baik
dari capaian fisik maupun capa-
ran Keuangan,' ungkapnya.

Rapat tersebut dihadiri iusa
Sekkab Bulelens Dewa Kitit
Puspaka dan Kefala Baooeda
Buleleng, Gde Dirmaia d'e'nsan
menghadirkan seluruh pimpF
nan SKPD. Dalam rapat tersebutl
Kepala Bappeda Gede Dharmaia
memaparkan pencapaian dan
realisasi keuangan serta realisasi
fisikdi masing-masing SKPD. Dis-
ebutkan, pencapaian realisasl
telah mencapai 50 persen.6kl9

Serapan ggaran

4
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PT Denpasar Kuatkan
Putus a_n Pengadilan Tipikor

* Terkait Banding Kasus RpH Temesi Gianyar
diajukan. Dalam tuntutan,
eks Sekda Asmara dituntut
1,5 tahun penjara ditambah
denda Rp 50 jtrta subsider 2
bulan penjara. Sementara eks
Kadisnak, IB Raka dituntut 4
tahun penjara ditambah denda
Rp 100 juta subsider 2 bulan
penjara ditambah mengem-
balikan kerugian negara Rp
42 juta.

Namun dalam putusannya,
majelis hakim Pengadilan
Tipikor Denpasar pimpinan
Early Sulistyorini meniatuh-
kan vonis jauh dibawah tuntu-
tan. Dalam amar putusannya,
Asmara divonis satu tahun
dan IB Raka divonis 1 tahun
tanpa pengembalian kerugian
negara. Nah, vonis IB Raka
inilah yang akhirnya menjadi
pertimbangan JPU melakukan
banding dalam kasus ini.

Seperti diketahui, kasus
ini berawal dari pengadaan
lahan untuk pembangunan
RPH di Temesi, Gianyar pada
2002. Dalam pengadaan ini,
dianggarkan Rp 3 miliar untuk
membebaskan 299 are lahan
untuk RPH. Namun kenyata-
annya, lahan yang dibebiskan
hanya247,LS are dengan dana
sekitar Rp 2,46 miliar.

Dengan perhitungan terse-
but, ada selisih kelebihan
pembayaran Rp 486 juta.
Selain menetapkan AA Rai As-
mara fmantan Sekda Gianyar
dan Ketua Panitia Pengadaan
Lahan) dan IB Raka (mantan
Kadis Peternakan dan Sek-
retaris Pengadaan LahanJ
sebagai tersangka, makelar
tanah, Kadek Aristana juga
ikut menjadi pesakitan dalam
kasus ini. 6 rez

. DOKNUSAEALI
AA Rai Asmara dan lB Raka saat jalani sidang, beberapa waktu lalu.

DENPASAR, NusaBali
Banding faksa Penuntut

Umum (f PUJ terhadap vonis
dua terpidana kasus dugaan
korupsi pengadaan tanah
Rumah Potong Hewan (RPHJ
Temesi, Gianyar masing-ma-
sing AA Rai Asmara fmantan
Sekda GianyarJ dan IB Raka
(mantan Kadis Peternakan)
tidak membuahkan hasil. Pas-
alnya Pengadilan Tinggi (PTJ
Denpasar dalam putusannya
menguatkan putusan Penga-
dilan Tipikor Denpasar sebe-
lumnya yang memvonis kedua
terdakwa selama l tahun
tanpa uang pengganti.

Hal ini diungkapkan Kasip-
idsus Kejari Gianyar, Herdian
Rahardi pada Selasa (7 /7)
lalu. Ia mengatakan sudah
menerima pemberitahuan
dari PT Denpasar terkait pu-

'tusan banding yang diajukan

JPU. Dalam pemberitahuan
tersebut, PT Denpasar men-
guatkan putusan sebelumnya.
"Jadi vonisnya tetap 1 tahun
tanpa uang pengganti," jelas-
nya.

Ditanya apakah akan
melakukan kasasi ke Mah-
kamah Agung (MAl, Herd-
ian mengatakan masih akan
melakukan koordinasi dengan
atasannya. Namun Herdian
mengirim sinyal tidak akan
menempuh jalur kasasi karena
menurutnya putusan PT Den-
pasar sudah tepat.

"Memang keduanya tidak
pernah menerima keuntungan
apapun. Tapi kami tetap akan
koordinasikan dulu apakah
akan kasasi atau tidak," pung-
kasnya. Seperti diketahui,
banding yang dilakukan fPU
ini karena vonis yang dijatuh-
kan jauh dari tuntutan yang

Edisi :

Hal :
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Sidang Dugaan KorupsiDermaga Gunaksa ,

Saksi Merin

TEBDAKWA Tim 9 jatani persidansan di pens"airun ripiLor' ounp"lsli,"iliil'l"jl,

DENPASA& NusaBali

^ Sidangdugaan korupsi Dermaga
uunaKsa, ruunglrung dengan ter-
dakwa Tim 9 (Panitia Penmdaan
Tanah) ditundJr unruk selaiiutnva
dilakul€n penuntutan oleh laGa
Penuntut Umum IJPUI. Pasaln}?,
dalam sidang yang dilelar lGriris
(9/7) dan lumat [10/7J, kuasa
hulqrm kesembilan terdakwa batal
menghadirkan sal$i meringankarl
Hal ini ditesaskan kuasa hukum
Tim 9, Simin Nahak ilkk yane
mengatakan batat menqhdirkai
sax$ mennga ian karena beberaDa
alasan Diantaranya,semua ktienrlra
yang merupakan anggota Tim 9
yaitu I lchrt JaMpria (Selaetaris
Daerah sebagai ketua pengadaan
tanah), Msagung Masti;i I antan
Kepala BPN Klungkung sebagai

anggota) Made I
asisten I Pehkab
agai anggota], AA Ngr
fKadis Pekerja Umum
sebagai anggota
(KadisDKP
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